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Menimbang

Mengingat

Nomor : 050/13/2025

Tentang

PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN DEMAK TAHUN 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK

bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dari sasaran dan
program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Demak, maka Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak
perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Demak yang mencakup periode tahun 2026.

}:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah,



Menetapkan
KESATU

10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah  Kabupaten  Demak
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Demak;

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah KAbupaten Demak Tahun 2021-2026;

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029;

Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2021-2026;

Peraturan Bupati Demak Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Tahun 2026
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;




KEDUA

KETIGA

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Tahun 2026
merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program
yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra)
Perangkat Daerah mencakup periode tahunan;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 03 Januari 2025
AN _S\EENANAMAN MODAL

NIP 1971"0 02 199203 1 005)\




LAMPIRAN RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2026
PD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN : 2026
INDIKATOR KETE
TUJUAN/SASARAN PROGRAM KINERJA TARGET KEGIATAN/SUB KEGIATAN RAN
PROGRAM GAN
NO URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN | TARGET
KINERJA
1. | Meningkatka | Indeks 93 Program Persentase 100% Perencanaan, Jumlah Dokumen Dokumen | 8 DAU
n kualitas Kepuasan Penunjang pelayanan Penganggaran, Perencanaan,
pelayanan Masyarakat Urusan sesuai dan Evaluasi Penganggaran dan
perizinan terhadap Pemerintaha | standar Kinerja Laporan Kinerja
berusaha Perizinan n Daerah pelayanan Perangkat Perangkat Daerah
Penanaman Kabupaten Daerah
Modal /Kota
Terwujudnya | Persentase 95% Penyusunan Jumlah Dokumen Dokumen |1 DAU
Pelayanan keluhan Dokumen Perencanaan Perangkat
Publik yang masyarakat Perencanaan Daerah
responsif yang Perangkat
ditindaklanjuti Daerah
Koordinasi dan | Jumlah Dokumen RKA- | Dokumen |2 DAU
Penyusunan SKPD dan Laporan Hasil
Dokumen RKA- | Koordinasi Penyusunan
SKPD Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan | Jumlah Dokumen DPA- Dokumen | 2 DAU
Penyusunan SKPD dan Laporan Hasil
Dokumen DPA- | Koordinasi Penyusunan
SKPD Dokumen DPA-SKPD
Koordinasi dan | Jumlah Laporan Laporan 3 DAU

Penyusunan
Laporan
Capaian Kinerja
dan Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD

Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD




Administrasi Jumlah Laporan BMD Laporan 2 DAU
Barang Milik Perangkat Daerah yang

Daerah pada sudah direkonsiliasi

Perangkat

Daerah

Penatausahaan | Jumlah Laporan Laporan 2 DAU
Barang Milik Penatausahaan Barang

Daerah pada Milik Daerah pada SKPD

SKPD

Administrasi Administrasi % 100 DAU
Kepegawaian kepegawaian

Perangkat Perangkat Daerah yang

Daerah terpenuhi

Pengadaan Jumlah paket pakaian paket 1 DAU
Pakaian Dinas dinas beserta atribut

Beserta Atribut | kelengkapannya

Kelengkapan

nya

Pendidikan dan | Jumlah pegawai orang 40 DAU
Pelatihan Berdasarkan Tugas dan

Pegawai Fungsi yang mengikuti

Berdasarkan Pendidikan dan

Tugas dan pelatihan

Fungsi

Sosialisasi Jumlah Orang yang Orang 50 DAU
Peraturan mengikuti Sosialisasi

Perundang- Peraturan Perundang-

Undangan Undangan

Administrasi Administrasi Umum % 100 DAU
Umum Perangkat Daerah yang

Perangkat terpenuhi

Daerah

Penyediaan Jumlah Paket paket 1 DAU
Komponen Komponen Instalasi

Instalasi Listrik/ Penerangan

Listrik/Peneran | Bangunan Kantor yang

gan Bangunan disediakan

Kantor

Penyediaan Jumlah Paket peralatan | paket 1 DAU
Peralatan dan perlengkapan

dan kantor yang disediakan

Perlengkapan

Kantor




Penyediaan Jumlah Paket peralatan | paket 1 DAU
Peralatan rumah tangga yang

Rumah Tangga | disediakan

Penyediaan Jumlah paket barang paket 1 DAU
Barang Cetakan | cetakan dan

dan penggandaan yang

Penggandaan disediakan

Penyediaan Jumlah dokumen Dokumen | 30 DAU
Bahan bahan bacaan dan

Bacaan dan peraturan perundang -

Peraturan undangan yang

Perundang- disediakan

undangan

Fasilitasi Jumlah Laporan Laporan 1 DAU
Kunjungan Fasilitasi Kunjungan

Tamu Tamu

Penyelenggara Jumlah Laporan Laporan 150 DAU
an Rapat Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan | Koordinasi dan

Konsultasi Konsultasi SKPD

SKPD

Penatausaha an | Jumlah Dokumen Dokumen | 4.500 DAU
Arsip Dinamis Penatausahaan Arsip

pada SKPD Dinamis pada SKPD

Dukungan Jumlah Dokumen Dokumen |1 DAU
Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan

Sistem Sistem Pemerintahan

Pemerintahan Berbasis Elekronik pada

Berbasis SKPD

Elekronik pada

SKPD

Pengadaan Jumlah Barang Milik unit 20 DAU
Barang Milik Daerah yang diadakan

Daerah

Penunjang

Urusan

Pemerintah

Daerah

Pengadaan Jumlah Unit Kendaraan | unit 2 DAU
Kendaraan Dinas Operasional atau

Dinas Lapangan yang

Operasional disediakan

atau Lapangan




Pengadaan Jumlah Paket Mebel unit 15 DAU
Mebel yang disediakan

Pengadaan Jumlah Unit Peralatan unit 6 DAU
Peralatan dan dan Mesin Lainnya yang

Mesin Lainnya disediakan

Pengadaan Jumlah Unit Sarana unit 3 DAU
Sarana dan dan Prasarana Gedung

Prasarana Kantor atau Bangunan

Gedung Lainnya yang disediakan

Kantor atau

Bangunan

Lainnya

Pengadaan Jumlah Unit Sarana 1 DAU
Sarana dan dan Prasarana

Prasarana Pendukung Gedung

Pendukung Kantor atau Bangunan

Gedung Lainnya yang disediakan

Kantor atau

Bangunan

Lainnya

Penyediaan Jasa penunjang % 100 DAU
Jasa Penunjang | urusan yang tersedia

Urusan

Pemerintahan

Daerah

Penyediaan Jumlah Laporan Laporan 12 DAU
Jasa Surat Penyediaan Jasa Surat

Menyurat Menyurat

Penyediaan Jumlah Laporan Laporan 12 DAU
Jasa Penyediaan Jasa

Komunikasi, Komunikasi, Sumber

Sumber Daya Daya Air dan Listrik

Air dan Listrik yang disediakan

Pemeliharaan Jumlah Barang Milik unit 76 DAU

Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Daerah yang terpelihara




Penyediaan Jumlah Kendaraan unit 1 DAU
Jasa Perorangan Dinas atau

Pemeliharaan, Kendaraan Dinas

Biaya Jabatan yang

Pemeliharaan dipelihara dan

dan Pajak dibayarkan Pajaknya

Kendaraan

Perorangan

Dinas atau

Kendaraan

Dinas Jabatan

Penyediaan Jumlah Kendaraan unit 20 DAU
Jasa Dinas Operasional atau

Pemeliharaan, Lapangan yang

Biaya dipelihara dan

Pemeliharaan dibayarkan Pajak dan

Pajak dan Perizinannya

Perizinan

Kendaraan

Dinas

Operasional

atau Lapangan

Pemeliharaan Jumlah Mebel yang unit 2 DAU
Mebel dipelihara

Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan unit 50 DAU
Peralatan dan Mesin Lainnya yang

Mesin Lainnya dipelihara

Pemeliharaan Jumlah Gedung Kantor | unit 1 DAU
/Rehabilitasi dan Bangunan Lainnya

Gedung Kantor | yang dipelihara/

dan Bangunan direhabilitasi

Lainnya

Pemeliharaan Jumlah Sarana dan unit o) DAU
/Rehabilitasi Prasarana Gedung

Sarana dan Kantor atau Bangunan

Prasarana Lainnya yang

Gedung dipelihara/direhabilitasi

Kantor atau

Bangunan

Lainnya




Pemeliharaan Jumlah Sarana dan unit 1 DAU
/Rehabilitasi Prasarana Pendukung
Sarana dan Gedung Kantor atau
Prasarana Bangunan Lainnya yang
Pendukung dipelihara/ direhabilitasi
Gedung
Kantor atau
Bangunan
Lainnya
Rata-rata lama 1 hari Program Jumlah 7000 Pelayanan Jumlah ketetapan ketetapan | 7000 DAU
pengurusan Pelayanan perizinan ketetap Perizinan dan perizinan dan non
perizinan Penanaman | yang an Non Perizinan perizinan bidang
berusaha Modal dikeluarkan secara Terpadu | penanaman modal yang
sesuai Satu Pintu ditangani sesuai standar
standar dibidang
Penanaman
Modal yang
menjadi
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/
Kota
Penyediaan Jumlah Pelaku Pelaku 7000 DAU
Pelayanan Usaha yang usaha
Perizinan Mendapatkan
Berusaha Pelayanan Perizinan
Melalui Sistem | Berusaha melalui Sistem
Perizinan Perizinan Berusaha
Berusaha Berbasis Risiko
Berbasis Risiko | Terintegrasi secara
Terintegrasi Elektronik
secara
Elektronik
Pemantauan,an | Jumlah Kegiatan Kegiatan 50 DAU
alisis, Usaha yang mendapat Usaha
evaluasi, pemantauan, analisis,
danpelaporan evaluasi,dan pelaporan
dibidang dibidang perizinan
perizinan berusaha berbasis
berusaha risiko Lintas Daerah

berbasis risiko

Kabupaten/Kota bagi
Kegiatan Usaha Dari
Pelaku Usaha




Penyediaan dan | Jumlah Pelaku Pelaku 5 DAU
pengelolaan usaha yang Memperoleh | Usaha
Layanan Layanan Konsultasi
Konsultasi Perizinan Berusaha
perizinan melalui Sistem Perizinan
Berusaha Berusaha Berbasis
berbasis Risiko Terintegrasi
risiko secara Elektronik
Meningkatk Nilai SAKIP | 81,5 Program Persentase 100% Administrasi Jumlah laporan dokumen |1 DAU
an Akuntabi | Dinas Penunjang rekomendasi Keuangan keuangan
litas Kinerja | Penanaman Urusan hasil Perangkat
Dinas Modal dan Pemerintaha | monitoring Daerah
Penanaman Pelayanan n Daerah dan evaluasi
Modal dan | Terpadu Satu Kabupaten Perangkat
Pelayanan Pintu /Kota Daerah yang
Terpadu Satu ditindaklan
Pintu juti
Meningkat Persentase 100% Penyediaan Gaji | Jumlah Orang yang Orang/bul | 28 DAU
nya capaian | indikator dan Tunjangan | menerima Gaji dan an
sasaran kinerja ASN Tunjangan ASN
strategis sasaran
Dinas strategis
Penanaman Perangkat
Modal dan | Daerah yang
Pelayanan mencapai
Terpadu Satu | target
Pintu
Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil | Dokumen | 11 DAU
Administrasi Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Pelaksanaan Tugas ASN
Tugas ASN
Meningkat Jumlah 1760 Program Jumlah nilai | Rp. Penetapan Jumlah penetapan dan Dokumen |1 DAU
kan realisasi proyek Pengembang | investasi 1.060.00 | Pemberian pelaksanaan pemberian
penanaman proyek PMDN an Iklim (PMDN/PMA) | 0.000.00 | Fasilitas/Innsen | fasilitas/insentif
modal daerah | dan PMA Penanaman 0,- tif dibidang penanaman modal
Modal penanaman
modal yang
menjadi
kewenangan
daerah
kabupaten /
kota




Kota

Meningkat Persentase 0,06% Fasilitasi Jumlah Dokumen | 1
nya nilai | peningkatan Kemitraan Kesepakatan
investasi investasi Yang dilakukan | Kemitraan antara
oleh Usaha Besar ( PMA/
Pemerintah PMDN) dengan UMKM di
Kabupaten daerah
/Kota
Pembuatan Peta | Jumlah Peta Dokumen | 174
Potensi Potensi Investasi
Investasi Kabupaten/Kota
Kabupaten/
Kota
Penyusunan Jumlah Peraturan Dokumen |1
Rencana Daerah (Perda)
Umum Rencana Umum
Penanaman Penanaman Modal
Modal Daerah Daerah Kabupaten
Kabupaten/ /Kota
Kota
Penyusunan Jumlah dokumen peta Dokumen | 174
Peta Potensi potensi investasi
Investasi Kabupaten/Kota
Kabupaten/
Kota
Program Rasio .17 Penyelenggaraa | Jumlah laporan Laporan 3
Promosi promosi n Promosi penyelenggaraan
Penanaman terhadap Penanaman promosi penanaman
Modal jumlah Modal yang modal yang
investor menjadi dilaksanakan
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/
Kota
Penyusunan Jumlah dokumen Dokumen | 1 DAU
Strategi strategi Promosi
Promosi Penanaman Modal
Penanaman Kab/Kota
Modal
Kewenangan
Kabupaten/




Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil | Dokumen | 3 DAU
Kegiatan Kegiatan Promosi
promosi penana | Penanaman Modal
man Modal Daerah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupa
ten/Kota
Program Jumlah 1760 Pengendalian Persentase %o 11 DAU
Pengendalian | investor proyek/ | Pelaksanaan perusahaan yang telah
Pelaksanaan | (PMDN/PMA) | investor | Penanaman dilakukan Pengendalian
Penanaman Modal yang Pelaksanaan
Modal menjadi Penanaman Modal
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/
Kota
Penyelesaian Jumlah Penyelesaian Kegiatan 50 DAU
Permasalahan Permasalahan dan usaha
dan Hambatan | Hambatan yang dihadapi
yang dihadapi Pelaku Usaha dalam
Pelaku Usaha Merealisasikan Kegiatan
dalam Usahanya
merealisasi
kan Kegiatan
Usahanya
Bimbingan Jumlah Pelaku Usaha Pelaku 200 DAU
Teknis kepada yang Mengikuti Usaha
Pelaku Usaha Bimbingan Teknis/
Sosialisasi Implementasi
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko dan
Pengawasan Perizinan
BerusahaBerbasis Risiko
Pengawasan Jumlah Kegiatan Usaha | Kegiatan 50 DAU
Penanaman dari PelakuUsaha yang usaha
Modal Telah Dianalisa dan

Diverifikasi Data, Profil
dan Informasi Kegiatan
Usaha dari Pelaku
Dilakukan Inspeksi
Lapangan;serta
Dilakukan Evaluasi
Penilaian Kepatuhan
Pelaksanaan Perizinan

Berusaha




Program Jumlah 300 data | Pengelolaan Jum lah data dan data 102 DAU
Pengelolaan informasi Data dan informasi perizinan
Data dan penanaman Informasi dan non perizinan
Sistem modal yang Perizinan dan kabupaten/kota yang
Informasi ditampilkan Non Perizinan tersedia
Penanaman dalam media yang
Modal sosial terintegrasi
pada Tingkat
Daerah
Kabupaten/
Kota
Pengolahan, Jumlah data dan dokumen | 102 DAU
Penyajian dan informasi Perizinan
Pemanfaatan Berbasis Sistem
Data dan Pelayanan Perizinan
Informasi Berusaha Terintegrasi
Perizinan secara Elektronik yang
Berbasis Sistem | diolah,dikaji dan
Pelayanan dimanfaatkan
Perizinan
Berusaha
Terintegrasi
secara
Elektronik

Demak, 03 Januari 2025
KEPALA DINAS @NANAMAN MODAL DAN
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